WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial
telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapakali
dan terkahir dengan Peraturan Walikota Nomor 133
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, namun dalam
pelaksanaanya diperlukan perubahan Atas Peraturan
Walikota dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lemabaran Daerah Kota Tangerang
Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang);

Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 102)



Menetapkan

sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir
dengan Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota
Tangerang Tahun 2016 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 102
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 102),
sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 133 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah
Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 133), diubah sebagai
berikut :

Ketentuan Pasal 16 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (3a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta
besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3a) Penerima hibah melaksanakan kegiatan setelah
ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Daftar
Nama Penerima Hibah Walikota kecuali, untuk hibah
yang bersumber dari dana transfer pusat mengacu pada
ketentuan yang mengatur mengenai dana transfer.

(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah
kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD.

(5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS)

Pasal II



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal : 9 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 11



